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PENETAPAN
Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan

antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan
Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, sebagai
Penggugat, yang telah memberikan Kuasa
Hukum  kepada Advokat Indra Syahfri, SH.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Januari 2019;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,
beralamat di Kecamatan Batanghari, Kabupaten
Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06
Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sukadana Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sdn, telah mengajukan gugatan

cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Hlm.1 dari 5 hlm Pen. No. 0443/Pdt.G/2019/PA.Sdn
1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten

Lampung Timur pada tanggal 18 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga,
Nomor 289/38/VII tertanggal 21 Juli 2008;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan
dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua
Tergugat selama kurang lebih 2 Tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah bersama selama kurang lebih 8 Tahun lamanya.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya
suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama; xxx umur 7 Tahun;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis,
namun sejak awal bulan Januari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi
penyebabnya adalah;

1. Tergugat sering mabuk-mabukan serta berjudi Togel dan bola
2. Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat

6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan
pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada akhir bulan November tahun 2018, penyebabnya adalah saat Penggugat menanyakan
kepada Tergugat uang hasil hutang dari teman-teman Tergugat di kemanakan, setelah
Penggugat mendesak Tergugat, Tergugat akhirnya mengakui bahwa uang tersebut di
gunakan untuk mabuk-mabukan serta bermain perempun, mendengar jawaban dari
Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat menerima, serta Penggugat sangat kecewa dan
marah pada Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat
dengan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, yang
berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan
kurang lebih 1 Bulan lamanya, baik Penggugat maupun Tergugat saat ini sudah tidak saling
memperdulikan lagi satu sama lain;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan
meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga,

namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm.2 dari 5 hlm. Pen. No. 0095/Pdt.G/2018/PA.Sdn
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9. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah
berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama
Sukadana;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya
berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala
yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara tanggal 06 Desember 2018
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Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;
Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari

pihak Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat secara sepihak tanpa harus
persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk
ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 T entang
Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.
Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya
dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang
diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu
dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3
Tahun
2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya
perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan perkara Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sdn selesai dengan
dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Erna
Resdya, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Pengadilan Agama Sukadana;
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Ketua,

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Perincian biaya :

1 Pendaftar R 30.000,00
an p

2 ATK Rp 50.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

4 Meterai Rp  6.000,00

Jumlah Rp 91.000,00
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